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ABSTRAK 
Transportasi udara pada 3 tabun terakhir rnenunjukkan perkembangan 
yang sangat pesat, sebagai indikatomya bermunculannya perusaban penerbangan 
di Indonesia baik yang melayani penerbangan domestik rnaupun intemasional. 
Sejalan dengan meningkatnya jasa atas angkutan udara ini;·maka penyerahan PPN 
alas jasa angkutan udara juga akan mengalami penambahan yang signifikan. PPN 
roerupakan salah satu jenis pajak yang rnernberikan kontribusi yang besar 
terhadap penerimaan Negara. 
Seiring dengan perkembangan yang pesat itu, rnaka diperlukan suatu 
penyernpumaan peraturan I undang - undang yang menjamin kepastian hukurn, 
rnernenuhi tuntutan keadilan dan rnemberikan kemudahan dibidang administrasi 
khususnya terhadap PPN. Dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Kemmgan 
Republik Indonesia No. 563.1KMK.0312003 rnenggantikan Kep. Men.Keu.RI No. 
550IKMK04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pernerintah dan Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara untuk rnemub'Ut, rnenyetor dan melaporkan PPN 
dan PPnBM beserta tata cara pernungutan, penyetoran dan pelaporannya dianggap 
sebagai bukti babwa pemerintah teJah rnemberikan kepercayaan kepada Rekanan 
Pemerintah sehingga sarna kedudukannya dalam pengetahuan perpajakan agar 
tercipta kernandirian (dahulu setiap transaksi dengan BUMN yang rnernungut, 
rnenyetorkan dan rnelaporkan PPN dan PPnBM adalah BUMN ) 
Sebelum diberlakukannya KMK.No.563/KMK.03/2003, perusahaan 
penerbangan (PT.X) selaku pernberi jasa atas angkutan udara berupa pengiriman 
barang atau dokumen surat, hanya rnenyerahkan tagihan, sedangkan pembayaran 
PPN yang terutang dibayarkan oleh Pihak Bendabarawan Negara (PT. Pos. Ind.) 
dan PT. X hanya menerima copy SSP saja sehingga antara pelaporan PPN 
terutang PT. X ke KPP dengan jumlah SSP yang diterima tidak sarna, 
dikarenakan PPN yang terbayar tergantung pada pembayaran dari PT. Pos Ind. 
tanpa melihat masa terutangnya, sedangkan perlakuan perpajakannya di PT. X 
terutang sesuai masa terjadinya transaksi, sehingga terjadi perbedaan perlakuan 
Akuntansi dan perlakuan Perpajakan dalam Laporan Keuangan PT.x. 
Setelah diberlakukannya KMK. NO. 5631KMK.03/2003 keunl.l.mgan yang 
diperoleh antara lain bagi negara, mempermudah Fiskus dalam melakukan 
pemeriksaan dalam hal cross check antara pernberi dan penerima jasa karena 
pengakuan penjualannya antara Fiskus dan Wajib Pajak sarna pada saat pelunasan 
piutang oleh PT. Pos, kemudahan administratif, penerimaaan kas dari PPN lebih 
tepat waktu karena tidak ada penundaan pembayaran dari Bendaharawan 
(PT.Pos). Sedangkan bagi Wajib Pajak di setelah diberlakukannya KMK No. 
563/KMK.03/2003, PT.X dapat menyamakan perlakuan Akuntansi dan 
Perpajakannya, karen a Pernungutan, Penyetoran dan Pelaporannya dilakukan 
sendiri oleh Wajib Pajak. Selain itu pembayaran tagihan berdasarkan atas Dasar 
Pengenaan Pajak dan PPN yang terutang sehingga PT.X mernpunyai kesernpatan 
menggunakan uang kas untuk keperluan lain ( investasi, deposito, dll). 
Kata kunci : Perlakuan akuntansi PPN atas jasa angkutan udara 
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